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Dengan 6danya lembaga praperadilan, KUHAP telah

menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai

lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagai-

mana aparat penegak hukum mnenjalankan tugasnya.

Menurut pasa! 77 KUHAP, Pengadilan Ncgeri beryre-

nang untuk memerikra dan memutus, sesuai dengen ketentu-

an yang berlaku tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi. seoranq

yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyi-

dikan atau penuntutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHAP itu, aPabila seo-

rang dikenakan penangkapanr penahananr penghentian pe-

ntidikan atau penuntutan dan t indakan-t indak an lainnya

yang dilakukan secara tidak sah, maka tersangka atau

terdakwa atau keluarganya serta pihak lain dapat meminta

pemeriksaan mengena.i. sah tidaknya tindakan itu dan ganti

kerugian atau rehabilitasi tnelalui praperadilan..

Sehubungan dengan hal itu' banyak Perkara Pidana

urnum yang tidak ketahuan lagi naEibnya, kebanyakan per-

kara itu terjEdi dl' tinqkat penyidikan, karena tidak bi-

sa diteruskan ke tingkat pemerikEaen berikutnyar yaitu

penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan ' Kejadian sema-

cam ini sangat merugikan para pencari keadilan.



Keprihatinan semacam itu juga dirasakan oleh sak-

si korban. Ia harus m€lnunggu entah sampai kapan untuk

mengetahui nasib perkara pidana yang menimpanya, Selan-

jutnya rnerasa perkara pidanannya tidak ketahuan lagi na-

sibnya, maka mengajukan tuntutan lehrat praperadilan ka-

rena penyidikan terhadap tersengka tiba-tiba dihentikan

(]leh penyidik, Setelah melalui pros€rs pemeriksaan ter-

nyata tuntutan itu ditolak oleh Pengadilan Negerj., kare-

na kurangnya pembukt.ian tentang hal tersebut.

Tents saja pihak penyidit< Uisa .berdalih untuk me-

nyelarnatkan dari tuntutan praperadilan. Alasan yang di-

kernukakan adalah bahwa kasus itu sedang dalan taraf pe-

nyelidikan dan tidak pernah dihentikan penyidikannya.

HaI ini sering dijadikan aLasan penyidik, karena pemohon

tidak bisa menunjukkan buktj. adanya penghentian penyi-

dikan, yaitu surat pemberitahuan penghentian penyi.dikan

(sPs).

Jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melaksana-

kan pengawasan horizontal, yaitu melalui praperadilan,

Penuntut umum dapat mengajukan tuntutan praperadilan ji-

ka penyidik menghentikan penyidikan secara tidak sah,

begitu pula sebaliknya pihak penyidik dapat mengajukan

tuntutan praperadilan jika dinilai penghentian penuntut-

en tidak beralasan. Namun dalam kenyataan tuntutan ter-



sebut jarang dipergunakan, baik oleh penyidik mauPun pe-

nuntut umum.

Tujuan dari penel itian ini adalah untuk tnengeta-

hui apa faktor-faktor yang menyebabkan sarana prapera-

dilan antara penyidik dan penuntut umum atau sebaliknya

jarang dipergunakan. Dengan diketahuinya faktor-faktor

penyebab dari hal tersebut di. atas, maka dapat dicari

penyelesaiannya sehingga tuntutan praperadilan itu bisa

dipergunakan secara efektif .

Pendekatan masalah dalam rnelakukan penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif

yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan

perundang-undangan r nortna-norma hukuo yang berlakur di-

kaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalatn peneliti-

an.

Data yang dipakai dalam hal ini adalah data se-

kunder yang terdiri dari bahan huksm primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Peratur-

an perundang-undangan dan norma-norma hukum yanq berla-

ku, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari I itera-

tur-literatur dan artikel-artikel yang berhubungan de-

ngan permasalahan. Data sekunder ditunjanq dari hasil

lrawancara dengan pejabat di Iinqkunqan Kejaksaan Tinggi

Jawa Timur dan Polda Jana Timur.



Data yang diperoleh dari sumber-surnber tersebut

kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif r Yai-

tu suatu metode yang menarik kesimpulan berdasarkan hal

yang unum, yaitu tentang praperadilan pada ununya untuk

dibahas secara khusus, yaitu tentang pelaksanaan Praper-

adilan sebagai sarana pengawasan horizontal secara tim-

bal balik antara penyidik dengan penuntut umum. Setelah

setnua data yan! dibutuhkan terkumPul dan tersusunr maka

dilakukan analisis data dengan menggunakan metode anali-

sis kualitatif' yaitu dari data yang diperoleh kemudian

disusun Eecara sistematis untuk memperoleh hasil uraian

yanq diskriptif, yaitu menggambarkan data itu dalam sua-

tu uraian tanPa menggunakan angka-angka dalam bentuk

statiEtik.

Jadnal waktu penelitian ini terdiri dari beberapa

fase yaitu :

.- FasE pengumpulan data : 12 Mei ' 27 Juni' t992

- Fase pengolahan data : 2E} Juni - 31 Juli 1992

- Fase analisis data : 3 Agustus - 14 Aqustus 1992

Jarangnya digunakan mekanisme praperadilan seba-

gai sarana Pengawasan horizontal secara timbal balik an-

tara penyidik denqan penuntut umum, karena disebabkan

oleh beberapa faktor Yaitu :



1. Adanya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh

penyidik dengan penuntut umum secara timbal baliki

2. Tidak terpenuhi.nya syarat formal untuk melakukan Pra-

peradilani

5. Perrnintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghen-

tian penyidikan atau penuntutan tnerupakan suatu hak

dan bukan merupakan k ewaj i ban .

gbyek dan lokasi penelitian yanq dilakukan adalah

di Kejaksaan Tinggi Jabra Timur dan Kepolisien Daerah

Jawa Timur. Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan wa-

wancara dengan Kasi Prapenuntutanr sedangkan di Kepoli-

sian Daerah Jawa Timur rnel.akukan wabrancara dengan Kasi

SiaFera Diskum.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah

sebagai berikut :

a, Di dalam melaksanakan tugas menangani perkara Pidana

antara penyidik dan penuntut umum secara timbal balik

terjalin hubungan koordinasi yang bersifat fungsional

dan instansional. Kedua sifat koordinasi tersebut da-

lam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara bersama-

sarna oleh penyidik maupun penuntut uoum;

b, Praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal se-

cara tirnbal balik antara penyidik dengan penuntut

umum, tidak dapat berfungsi secara efektif karena



sarana praperadilan jaranq sekali dipergunakan baik

oleh penyidik maupun oleh penuntut umum' sebabnya

adalah sebagai berikut !

b.1. Adanya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

oleh penyidik dengan penuntut umum secara timbal

balik;

b.2. Tidak terpenuhinya syarat formal untuk melakukan

praperadilan;

b.3, Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya

penghentian penyidikan atau penuntutan merupakan

suatu hak dan bukan suatu kewajiban.

c. Pernberitahuan Penghentian penyidikan dan penuntutan

harus memuat alasan/pertimbangan penghentian penyi-

dikan atau penuntutan secara jeIas, sehingqa dengan '

demikian dapat dihindari i.nterPretasi yang salah yang

memungkinkan permintaan pemerik€aan praperadi lan oleh

pihak yang berkepentingan.

d, Adanya ketentuan, bahwa surat ketetapan penghentian

penyidikan yang wajib disamPaikan kepada penuntut

utnurn dan turunan surat ketetapan penghentian penun-

tutan wajib disatiPaikan ke Penyidik ' hal ini dalam

rangka pcrngawasan horizontal secara timbal balik an-

tara penyidik dan Penuntut umum'



€t. Berdasarkan ketentuan Undang-undang

1991, tentang Kejaksaan, rnaka jaksa

wenang untuk melakukan perneriksaan

syarat-syarat yang telah di tentukan

unsang ,

Nonor 5 Tahun

juga dibcri we-

tambahan dengan

oleh undang-


